


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Efektivitas
Efektivitas adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis,manajemen, dan kehidupan sehari-hari. Konsep ini telah menjadi landasan bagi banyak organisasi dan individu untuk mencapai tujuan mereka.
Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan tepat. Dalam konteks bisnis,efektivitas berarti mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari,efektivitas dapat berarti melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan cara yang paling efisien untuk mencapai kepuasan pribadi atau pencapaian tujuan hidup.
Efektivitas bukan hanya tentang melakukan banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Ini berarti fokus pada tindakan yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita, bukan sekadar sibuk dengan pekerjaan tanpa arah yang jelas.
Efektivitas adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal,di mana hasil yang dicapai mendekati atau sama dengan yang direncanakan.2
1 Mahmudi. (2010). ManajemenKinerjaSektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



2Sedarmayanti. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi,dan ManajemenPegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.



Efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar suatu pekerjaan berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.3
Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.
Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil atau outcome dari suatu kebijakan atau program terhadap tujuan yang telah ditentukan.4
Efektivitas adalah penggunaan sumber daya, fasilitas, dan waktu secara optimal untuk menghasilkan keluaran (output) yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.5
Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan yang dilakukan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.6
Efektivitas adalah penggunaan sumber daya, fasilitas, dan waktu secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.?
Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat serta kemampuan untuk mencapainya dengan cara yang tepat.8
3 Hasibuan, M.S.P.(2003).Manajemen: Dasar,Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
4 Mahmudi. (2010). ManajemenKinerjaSektor Publik.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
5 Siagian, S.P.(2005).Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
6Sedarmayanti.(2001). Manajemen sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung:Mandar Maju.
7 Siagian, S. P. (2002). Manajemen administrasiumum. Jakarta: Bumi Aksara.
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8 Thoha, M.(2003).Perilaku organisasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai atau melampaui target yang telah direncanakan.9
Efektivitas biasanya ditentukan oleh beberapa unsur penting berikut:
1) Tujuan yang jelas: Harus ada sasaran yang ingin dicapai.
2) Kesesuaian hasil: Seberapa dekat hasil dengan tujuan.
3) Ketepatan waktu: Apakah hasil dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.
4) Pemanfaatan sumber daya: Bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
Efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, yaitu ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam sistem pengelolaan logistik, efektivitas dapat dilihat dari:10
1) Kesesuaian antara prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan;
2) Tingkat kepatuhan aparat terhadap aturan pengelolaan logistik;

3) Ketepatan, kecepatan, dan keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan barang;
4) Terhindarnya kerugian atau penyimpangan administratif dan hukum.Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor:
1) Hukum itu sendiri (substansi hukum),
2) Penegak hukum,

9 Mahmudi.(2010).Manajemen KinerjaSektor Publik.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
10Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.
3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4) Masyarakat,dan
5) Budaya hukum masyarakat.
Efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis,tetapi juga pada pelaksanaannya dalam kenyataan.11
Pentingnya melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial.Dalam konteks sistem, ia menekankan bahwa hukum harus bersifat responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang baik belum tentu efektif jika tidak diterapkan secara tepat dan sesuai dengan kondisi riil.12
Hukum dikatakan efektif bila memberikan daya pengaruh terhadap perilaku masyarakat atau aparat, terutama dalam menjalankan peraturan sebagaimana mestinya.13
Dalam sistem pencatatan dan pelaporan logistik, efektivitas hukum dapat dinilai berdasarkan:
1) Kepatuhan prosedural terhadap ketentuan Perkap, Peraturan Menteri Keuangan, atau perundang-undangan lainnya;
2) Integritas sistem informasi logistik dan dokumentasi yang akurat;
3) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan barang negara;
12Rahardjo, S. (2006).Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.13 Saleh, R. (1980). BeberapaAspektentangHukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.


4) Frekuensi dan hasil audit internal/eksternal sebagai kontrol terhadap penerapan sistem.
Dalam konteks logistik atau organisasi, efektivitas berkaitan dengan kemampuan sistem untuk:14
1) Menyediakan barang tepat waktu.
2) Menjaga ketersediaan dan kualitas layanan.
3) Mencapai kepuasan pelanggan atau pengguna akhir.
Efektivitas sistem dalam perspektif hukum tidak hanya menilai apakah sistem tersebut ada, tetapi apakah sistem itu dijalankan sesuai hukum, berdaya guna,dan tidak menimbulkan masalah hukum baru. Artinya, keberhasilan suatu sistem (termasuk sistem logistik) harus dilihat dari kemampuannya memenuhi fungsi hukum:keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
a) Efektivitas Sistem dalam Perspektif Hukum
Efektivitas hukum dapat diukur dari seberapa jauh peraturan hukum tersebut berfungsi sebagaimana mestinya di dalam masyarakat, yaitu ditaati, dilaksanakan,dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat hukum.15
Hukum harus hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya secara formal, tetapi dari daya kerjanya dalam mengatur dan menyelesaikan masalah sosial.16
14 Siagian, S. P. (2002). Manajemenadministrasiumum. Jakarta: Bumi Aksara.
15 Soekanto, S.(1983).Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali Pers.
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16Rahardjo,S.(2009).Hukum dan Perubahan Sosial.Yogyakarta:Genta Publishing.



Efektivitas dalam konteks hukum merujuk pada sejauh mana suatu peraturan, sistem, atau kebijakan dapat mewujudkan tujuan hukumnya secara nyata dalam praktik. Suatu sistem dapat dikatakan efektif jika aturan hukum yang mengaturnya dipatuhi, diterapkan, dan berdampak nyata terhadap objek yang diatur.
Agar sistem hukum efektif, setidaknya memenuhi beberapa kriteria:17
1) Diterima oleh masyarakat sebagai norma yang sah.
2) Ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.
3) Dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai.
4) Adanya kesadaran hukum masyarakat.Adanya sanksi dan penghargaan yang jelas dan tegas.
Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Hukum:18
1) Peraturan hukum itu sendiri (substansi).
2) Penegak hukum (aparat dan lembaga).
3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Masyarakat sebagai pihak yang diatur.
5) Kebudayaan hukum (nilai dan sikap terhadap hukum).
18Soekanto, S.(1983).Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
b) Indikator Efektivitas Sistem Hukum





Tabel 2.1
	Indikator
	Penjelasan

	
Kepatuhan hukum
	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan hukum.

	
Keadilan substantif
	Apakah hukum benar-benar memberi keadilan,
bukan sekadar formalitas prosedural.

	Transparansi dan akuntabilitas
penegakan hukum
	Apakah proses hukum terbuka, bisa diawasi, dan bertanggung jawab.

	
Konsistensi penerapan hukum
	Hukum diterapkan secara merata tanpa
diskriminasi.

	
Efek jera dan pencegahan
	Hukum mampu mencegah kejahatan atau
pelanggaran secara efektif.



c) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
1) Kejelasan Tujuan (Clarity of Objectives)
Kejelasan tujuan merupakan fondasi utama bagi pencapaian efektivitas.Tanpa arah yang jelas, maka tindakan organisasi menjadi tidak fokus, dan pengukuran keberhasilan menjadi kabur.19Kejelasan tujuan memudahkan
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19 Siagian, S.P.(2004).Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta:Bumi Aksara.



penyusunan strategi, pengorganisasian sumber daya, serta pengukuran hasil akhir.Tujuan yang konkret, terukur, dan realistis akan memudahkan semua pihak dalam bekerja secara selaras.
2) Ketersediaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Efektivitas erat kaitannya dengan sejauh mana sumber daya manusia,dana,teknologi, dan informasi dapat digunakan secara optimal.20 Tanpa sumber daya yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, maka pencapaian tujuan akan terganggu. Namun, ketersediaan saja tidak cukup cara pemanfaatan sumber daya juga berperan besar dalam menentukan efektivitas. Jenis-jenis sumber daya:
(1) Manusia (SDM): kemampuan, motivasi, dan produktivitas karyawan.
(2) Keuangan: pengelolaan anggaran secara tepat guna.
(3) Teknologi: sistem informasi, mesin, alat bantu kerja.
(4) Waktu: manajemen waktu dalam penyelesaian tugas.
3) Kepemimpinan yang Efektif
Gaya dan kualitas kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi, terutama dalam mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota organisasi.21 Pemimpin yang mampu memberikan arahan yang jelas, membangun komunikasi dua arah, dan menyelesaikan konflik akan menciptakan lingkungan kerja  yang kondusif untuk pencapaian hasil.



13
20 Hasibuan, M. S. P. (2003). Manajemen: Dasar; PengertiandanMasalah. Jakarta: Bumi Aksara.21 Sedarmayanti.(2009).Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan ManajemenPegawai Negeri Sipil.Bandung:Refika Aditama.


Kepemimpinan transformasional dan partisipatif terbukti lebih mendukung efektivitas dibanding gaya otoriter.
4) Sistem dan Proses Kerja yang Efisien
Sistem kerja yang terstruktur, prosedur yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang baik akan meningkatkan efektivitas karena mengurangi pemborosan waktu dan energi.22 Proses kerja yang baik mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan, oleh siapa, kapan, dan dengan prosedur apa. Jika alur kerja efisien, maka hambatan bisa diminimalkan dan hasil lebih cepat tercapai.
5) Budaya atau Kultur Organisasi
Nilai,norma,dan kepercayaan yang berlaku di lingkungan organisasi sangat mempengaruhi kinerja dan efektivitas kerja pegawai23. Budaya organsasi mencakup etos kerja, tanggung jawab, rasa memiliki, dan semangat kerja tim.Budaya kerja positif akan mendorong loyalitas, inovasi, dan kepatuhan terhadap visi organisasi.
Contoh nilai budaya kerja positif:
(1)Integritas
(2)Disiplin
(3) Profesionalisme
(4)Kolaborasi
6) Komunikasi yang Efektif





22 Mulyadi.(2001).Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda KinerjaKeuanganPerusahaan.Jakarta:Salemba Empat.
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23 Mahmudi. (2010). ManajemenKinerjaSektorPublik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.


Komunikasi yang baik memungkinkan terjadinya koordinasi,pemahaman,dan umpan balik yang efektif di antara anggota organisasi.24 Komunikasi yang tidak lancar bisa menyebabkan kesalahpahaman, konflik internal, dan lambatnya pengambilan keputusan. Komunikasi yang terbuka akan mendorong partisipasi aktif dan sinergi antarbagian.
7) Motivasi dan Kepuasan Kerja
Efektivitas dipengaruhi oleh motivasi kerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai, diperhatikan, dan diberi peluang berkembang akan lebih produktif.25 Motivasi bisa bersifat intrinsik (dorongan dari dalam diri) dan ekstrinsik (dorongan dari luar seperti gaji, promosi, pujian). Efektivitas tinggi akan tercapai jika motivasi karyawan juga tinggi.
8) Gaya Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis data akan lebih efektif daripada keputusan sepihak yang otoriter26. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab atas hasil, dan hal ini berdampak positif pada efektivitas implementasi.
d) Tolak Ukur atau Kriteria Efektivitas
Beberapa tolak ukur atau kriteria efektifitas sebagai berikut:27


24 Siagian, S.P.(2004).Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
25 Hasibuan, M.S.P.(2003).Manajemen: Dasar,PengertiandanMasalah. Jakarta: Bumi Aksara.26Sedarmayanti.(2009).Manajemen Sumber Daya Manusia,Reformasi Birokrasi, dan ManajemenPegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
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27Hasibuan, Malayu S.P. (2003). Manajemen: Dasar,PengertiandanMasalah. Jakarta: Bumi Aksara.


1) Efektivitas keseluruhan yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.
2) Produktivitas yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang kelompok atau organisasi.
3) Efisiensi yaitu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4) Laba yaity keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
5) Pertumbuhan yaitu suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa sebelumnya “tenaga kerja, fasilitas, harga,penjualan,laba,modal,market share dan lainnya".
6) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumberdaya sepanjang waktu,khususnya dalam masa-masa sulit.
7) Semangat kerja yaitu kecenderungan seseorang berusaha lebih keras mencapai tujuan organisasi, misalnya perasaan terikat, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.

8) Kepuasan kerja yaitu timbal-balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas peranannya dalam organisasi.
9) Penerimaan tujuan organisasi yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit di dalam suatu organisasi.
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10)Keterpaduan yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi dalam mengkoordinasikan usaha kerja mereka.


11)Keluwesan adaptasi yaitu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
12)Penilaian pihak luar yaitu penilaian terhadap individuI atau organisasi dari pihak-pihak lain di suatu lingkungan yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut.
e) Unsur-Unsur Efektivitas
Unsur-unsur efektifitas merupakan ruang lingkup yang menjadi pembangun efektifitas itu sendiri, antara lain:28
1) Unsur Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktivitas guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan. Dalam sebuah organisasi faktor sumber daya manusia sebagai sumber penentu sukses tidaknya sebuah organisasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang dioprasikan sehingga efektipitas harus dapat tercapai ,namun sebaliknya jika sumber daya manusia tidak dapat bekerja efektif,maka efektivitas kerja tidak dapat tercapai.

2) Unsur Sumber Daya bukan Manusia
Sumber daya bukan manusia merupakan unsur kedua dari sumber daya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau aktivitas misalnya
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28Cahyono,B.(1983).Efektivitas danProduktivitas Kerja. Jakarta: Bina Aksara.

antara lain modal,tenaga kerja, mesin, peralatan dan sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi.
3) Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan
Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan.Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber di atas. Prosedur untuk mencapai hasil yang diinginkan membutuhkan mekanisme kerja yang efektif. Efektivitas kerja dapat tercapai dengan memadukan antara kedua unsur tersebut dengan sistem manajemen yang baik, sehigga terjalin sinkronisasi antara komponen di dalamnya.Sistem manajemen kerja terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,pengerakan dan pengawasan.
B. Pengertian Sistem Pencatatan
Sistem pencatatan adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk merekam,mengelola, dan menyimpan informasi atau data secara sistematis dalam suatu organisasi, lembaga, atau kegiatan usaha. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi, kegiatan, atau kejadian penting terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengawasan, analisis,dan pengambilan keputusan.
Sistem pencatatan pada dasarnya adalah suatu proses administratif yang dilakukan secara sistematis untuk merekam, menyimpan, dan mengelola informasi secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan merupakan bagian dari administrasi negara yang berfungsi memberikan kepastian hukum danperlindungan atas peristiwa atau hak tertentu, khususnya dalam konteks hukum keperdataan atau agraria. Pencatatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang menghasilkan bukti autentik yang dapat digunakan dalam proses hukum29.
Sistem pencatatan tanah sebagai rangkaian kegiatan pendaftaran hak atas tanah yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data secara sistematis untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak30
Pencatatan adalah kegiatan administratif yang memiliki kedudukan penting dalam tata kelola pemerintahan karena berfungsi sebagai alat pengawasan dan dasar pengambilan keputusan hukum dan kebijakan31
Pencatatan adalah bagian dari sistem hukum tertulis yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan hukum secara tertib, khususnya dalam proses legalisasi peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian32.Dengan demikian,secara umum para ahli sepakat bahwa sistem pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dalam bidang akuntansi atau administrasi, sistem pencatatan mencakup pencatatan transaksi keuangan, aktivitas operasional, dan berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau organisasi, baik secara manual (buku besar, jurnal) maupun digital (menggunakan software komputer).
29 Mertokusumo,Sudikno. (2003). HukumAcara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
30Harsono,Boedi.(2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-UndangPokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
31 Ali, Zainuddin. (2007).Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
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32 Soekanto, Soerjono.(1986).Pengantar PenelitianHukum. Jakarta: UI Press.

Sistem pencatatan adalah proses sistematis yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan guna menghasilkan informasi akuntansi yang berguna bagi pengambilan keputusan.33
Sistem pencatatan merupakan bagian dari sistem akuntansi yang dirancang untuk mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum transaksi ekonomi secara efisien dan efektif.34
Sistem pencatatan adalah rangkaian prosedur dan alat yang digunakan untuk mencatat informasi ekonomi secara berurutan dan kronologis untuk keperluan pelaporan keuangan.35
1) Ciri-ciri sistem pencatatan yang baik:
a) Teratur dan sistematis
b) Mudah diakses dan dibaca Kembali
c) Akurat dan lengkap
d) Konsisten dalam metode pencatatan
e) Memiliki bukti pendukung (dokumen transaksi,laporan,dsb)
2) Jenis-jenis sistem pencatatan dalam akuntansi:
a) Sistem pencatatan satu entri(singleentry)
·Hanya mencatat satu sisi dari transaksi.
b) Sistem pencatatan dua entri(doubleentry)
·Mencatat dua sisi transaksi: debit dan kredit.





33 Hery. (2017). AkuntansiDasar. Jakarta: Grasindo.
34 Mulyadi. (2016). SistemAkuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
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C. Pengertian Barang Logistik
Barang logistik adalah semua jenis barang yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mendukung proses operasionalnya, baik barang habis pakai maupun barang tahan lama, yang pengadaannya, penyimpanannya, dan pendistribusiannya harus dikelola secara sistematis36
Barang logistik merupakan barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan operasional suatu institusi atau perusahaan yang harus dikelola mulai dari perencanaankebutuhan,  pengadaan, penyimpanan,distribusi,hingga penghapusan.37
Barang logistik adalah segala bentuk barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, administratif, dan teknis suatu organisasi. Dalam konteks kepolisian, barang logistik meliputi senjata api, amunisi, kendaraan taktis,perlengkapan komunikasi, pakaian dinas, dan perlengkapan penunjang tugas lainnya. Barang logistik adalah segala bentuk barang yang digunakan untuk menunjang kelancaran fungsi suatu organisasi, yang terdiri atas barang habis pakai dan tidak habis pakai, serta memerlukan proses pengelolaan mulai dari perencanaan,pengadaan, distribusi, penyimpanan, sampai dengan penghapusan.Logistik bukan hanya soal barang, tetapi sistem manajemen yang mencakup perencanaan dan pengendalian terhadap barang, informasi, dan sumber daya lainnya dalam suatu organisasi.38




36Mulyono,A.(2010).Manajemenlogistik.Yogyakarta: Andi Offset.
37Sugiarto.(2009).Manajemen logistik modern.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.


21
38Susilo,Djoko.(2017). Logistik Modern untuk Organisasi Publik dan Militer. Jakarta:Prenadamedia Group.


Barang logistik mencakup seluruh item yang dipindahkan, disimpan, atau dikelola dalam sistem logistik yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional,baik dalam bentuk konsumsi langsung, perawatan,maupun produksi.39
Logistik adalah rangkaian proses yang menyangkut pengadaan,penyimpanan,distribusi,pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan atau barang yang digunakan untuk operasional, termasuk dalam organisasi pemerintahan seperti kepolisian. Barang logistik dalam institusi pemerintahan harus dikelola secara tertib,efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.40
Dalam konteks manajemen logistik, barang logistik adalah barang yang memiliki nilai guna dalam mendukung operasional suatu organisasi atau institusi dan memerlukan sistem pengelolaan yang sistematis mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi.41
Barang logistik adalah semua barang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas organisasi secara efisien dan efektif, yang mencakup alat kerja, perlengkapan kantor,dan material produksi.42

Barang logistik adalah bagian dari aset yang dikuasai oleh negara melalui instansi tertentu dan wajib dicatat serta dilaporkan secara sistematis karena termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan barang logistik
39Sugiarto.(2011). Manajemen Logistik. Jakarta: Mitra Wacana Media.40Supardi. (2019).Manajemen Logistik Pemerintahan: Teori dan Praktik di Lapangan.Bandung:Refika Aditama.
41 Widodo, S. (2015). PengantarManajemen Logistik. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
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dalam lingkup TNI/Polri sangat erat kaitannya dengan aspek hukum administrasi negara dan akuntabilitas public.43
Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Polri, barang logistik termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN) yang wajib dicatat,dilaporkan, dan diawasi penggunaannya secara berkala dan sistematis.44
a) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta penghapusan dan pelaporan atas aset negara, dengan tujuan mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.45
Pengelolaan BMN adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,penilaian,pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan serta pelaporan dan pertanggungjawaban BMN. Pengelolaan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena menyangkut kepercayaan publik dan integritas institusi negara.46
43Soetrisno,H.(2020). Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Aset Negara. Yogyakarta:Deepublish.
44Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2011). PeraturanKepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di LingkunganKepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta:Polri.
45 Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Offset.
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Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur dan mengelola aset negara agar dapat digunakan secara optimal, efisien, dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara.47
BMN adalah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan BMN mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan siklus hidup barang milik negara,dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan, termasuk pengawasan dan pelaporan48. Pengelolaan BMN bertujuan agar barang yang dimiliki negara tidak terbengkalai, hilang, atau disalahgunakan. Pengelolaan BMN membutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem keuangan negara.49
Pengelolaan BMN bukan hanya kegiatan administratif, tetapi juga bagian dari sistem manajemen strategis dalam menjaga keberlanjutan operasional lembaga pemerintah, termasuk institusi seperti Polri dan TNI. BMN harus dikelola dengan pendekatan manajemen modern yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan legalitas penggunaannya.50

Pengelolaan BMN mencakup kegiatan perencanaan kebutuhan,pengadaan,pencatatan, pelaporan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan.Berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
47Mahmudi. (2010). Manajemenkinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
48 Suwendi. (2015).Pengelolaanbarangmiliknegara. Jakarta: Rajawali Pers.
49Halim,A.(2016). Akuntansi KeuanganDaerah. Jakarta: Salemba Empat.
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serta PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN,pengelolaan BMN harus dilakukan dengan asas tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas.51
1) Asas Tertib Administrasi
Pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib, terorganisasi, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan barang. Hal ini meliputi pencatatan,pengarsipan, inventarisasi, serta pelaporan yang konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan dari asas ini adalah menjamin tidak adanya kekeliruan atau kehilangan data aset negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

2) Asas Transparansi
Pengelolaan BMN harus dilakukan secara terbuka, sehingga informasi mengenai status, nilai, dan pemanfaatan barang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara.Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengadaan, pelaporan aset,serta pemanfaatan barang negara.
3) Asas Akuntabilitas
Setiap pengelola BMN bertanggung jawab atas pengelolaan barang sesuai tugas dan kewenangannya. Akuntabilitas ini menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diuji secara hukum dan
51Indonesia.(2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.administratif. Akuntabilitas merupakan landasan penting untuk mencegah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang atas barang milik negara.
D.Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Pengelolaan Logistik
Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara serta mengatur tata laksana organisasi dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan logistik, hukum administrasi memberikan kerangka hukum agar proses perencanaan, pengadaan,penyimpanan, distribusi, dan pelaporan barang/logistik dilakukan secara tertib,sah,efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum administrasi negara mengatur bagaimana kewenangan digunakan oleh pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.Pengelolaan logistik oleh instansi pemerintah seperti POLRI merupakan bagian dari tindakan administratif yang harus berdasarkan hukum. Setiap tindakan administrasi harus memiliki dasar hukum, dilakukan secara sah, serta dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi.52 Hukum administrasi negara mengatur aspek legalitas tindakan pemerintahan, termasuk dalam pengadaan dan pengelolaan barang milik negara. Ia menekankan pentingnya asas transparansi, akuntabilitas,dan efisiensi dalam manajemen logistik publik. Dalam pengelolaan logistik, badan
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publik wajib menjamin adanya prosedur tetap yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi.53
Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat-alat perlengkapan negara dan warga negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan barang atau logistik sebagai bagian dari operasional instansi negara.Setiap perbuatan pemerintah harus sah secara hukum dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.54 Dalam konteks administrasi negara, semua kegiatan termasuk pengelolaan barang/logistik negara harus dilakukan sesuai asas legalitas,akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pengelolaan logistik dalam pemerintahan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.55
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53Ridwan,H.R.(2010).Hukum AdministrasiNegara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
54 Atmosudirdjo, P. (1983). HukumAdministrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
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Efektivitas   SIMAK-BMN dalam Pelaporan BMN
	Aplikasi     cukup efektif namun perlu pelatihan intensif bagi operator



Penelitian ini berbeda karena fokus pada kajian hukum dan efektivitas sistem logistik khususnya di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara,yang memiliki karakteristik taktis dan operasional yang lebih intensif.
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